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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 560/MENKES/PER/VIII/1989

TENTANG
JENIS PENYAKIT TERTENTU YANG DAPAT MENIMBULKAN WARAH,
o TATA CARA PENYAMPATAN LAPORANNYZR DAN TATA CARA  PE-

NANCGULANGAN SEPERLUNYA.

MENTERT KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbangw  : a. bahwa sebagai -pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984
tentang Wabah Penyakit Menular, perlu ditetapkan Jenis Pe-
nyakit Tertentu yang dapat menimbulkan wabah, Tata Cara Pe-

nyanpaian Laporannya dan Tata Cara Penanggulangan seperlunya.

b. bahwa sshubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu dite-

tapkan Peraturan Menteri Kesehatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Noanor 9 Tahun 1960 tentang Pokak-Pokok Kesshatan;
2. Undang-Undang Nanor 1 Tahun 1952 tentang Karantina Laut; .
3. Undang-Undang Namor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara;
4. Undang-Undang Namor 5 Tshun 1974 tentang Pckok-Pckok Pemerin-
tahan Dasrah;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Undang-Undang Nanor 4 Tahun 1984 tentang Wzbsh Penyakit Menular;
7. Peraturan Pemerintan Namor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Seba-
gian Urusan Pemerintzhan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerazh;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1874 tentang Pcokok-Pokok Orga-
nisasi Dszpartemen;
9, Keputusan Presiden Namor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah
'+ terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1987 tentang
Susunan Organisasi Departemen.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG JENIS PENYA-

KIT TERTENTU YANG DAPAT MENIMBULKAN WAPAH, TATA CARA PENYAMPATAN LA-
PORANNYA DAN TATA CARA PENANGGULANGEN SEPERLUNYA. -



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

- D=

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

de

Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam
masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi
keadaan yang lazim pada wektu dan daerah tertentu serta dapat menimbul-
kan malapetaka.

Pen&erita atau tersangka penderita adalah penderita atau tersangka
penderita penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah.

Kejadian Luar Biasa (KLB) ada}ah timbulnya atau meningkatnya kejadian
kesakitan/kaenstian yang bermakna secara epideniologis pada suatu daerah
dalam kurun waktu tertentu.

Tindakan penanggulangan seperlunya adalah tindakan yang wajib segera
dilaksanakan oleh Kepala Wilayah/Daerah dengan bantuan Unit kesehatan
£ bila didopatkan penderitzs atau tersangka penderita atau Ke-
jadian Luar Biasa agar tidak berkerbang menjadi Wabah.

Isolasi adalah pemisahan penderita penyakit menular dengan orang yang
rentan terhacdzp penyakit tersebut,

Bvakuasi | ddaleh pemindshan sebagian atzu semua penduduk dari lokasi

terjangkit ke lok=si vang aman.

Direktur Jenderzl adaliah Direkiur Jenderal yvang bertangqung jawab da-
lam bidang pemberantasan penyakit menular.

BAB II
JENIS PENYAKTT TERTENTU YANG
DAPAT MENIMBULKAN WABAH

Pasal 2
Penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah adalah :
a. Kholera b. Pes.
c. Demam kuning d. Demam bolak-balik.
e. Tifus bercak wabah f. Demam Berdarah Dengue.

g. Campak h. Polio.
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i. Difteri, j. Pertusis.
k. Rabies, 1. Malaria.
m. Influenza, n. Hepatitis.
0. Tifus perut, p. Meningitis,
g. Encephalitis, r. Antrax.

Tanda-tanda penyakit sebagaimana dzmaksuc] pada ayat (1) dite-
tapkan. oleh.Direkiur. Jenderal..

Penyakit lain yang dapat menimbulkan wabah yang belum ditetapkan
dalam Peraturan ini akan ditetapkan kemudian oleh Menteri Kese-
hatan.

Pasal 3
Penentuan suatu penyakit yang dapat menimbulkan wabah sebagaimana
yeng dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dilakukan atas dasar hasil pe--.
meriksaan’klinik ‘laboratorium.

Tztz cara pemerikszan klinik dan lzboraturium ssbagaimana dimak—
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ud avat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BZB TITI
TATA CARA PENYAMPATAN IAPCRAN ADANYA
PENDERTTZ ATAU TERSANGKA PENDERTITA
Pasal 4
Laoo:an adanya penderita atau tersangka penaerlta disebut laporan
kavaspadaan
Isi laporan kewaspadaan antara lain :
a. Nama/Nama-nama penderita atau yang meninggal;
b. Golongan umur;
c. Tampat/alamat kejadian;
d. Wektu kejadian;
e. Jumlah yang sakit atau meninggal.
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Pasal 5

Penyampaian laporan kewaspadaan harus memperhatikan asas dini,

cepat, dapat dipercaya dan bertanggung jawab.

Pasal 6 e o

(1) Yang diharuskan menyanpaikan la;@ran kewaspadaan antara lain :

a. Orang tua pmnaerlta atau tersangka par; dcrlba, Drang dewasa

yang tinggal serumah dERQan ;ﬁndEV1ta atau tersangka pen -

rok derlua, Kepala: Keluarga, Ketua RMKUH Letangga,'r=tua Rukun

A J,L\Wargcfﬁuxun Kampung atan Kepala Dukuh; Sp e

b. Dckter, petugas kesshatan yang memeriksa penderita,.dckter
hewan yang memeriksa hewan ° ‘tersangka . penderita;

c. Kepala stasiun kereta api, kepala terminal kendaraan ber-

metor, kepala asrama, kepala sekolah, pimpinan perusahaan,

iy
kepala unit Kesshatan pemerintah dan swasta;
d. Nakhcda kendaraan aixr atau udara

(2) Aafovan kewas

atau Unit Kese

{(3) Laporan kewaSPéiaén'vanq it
harus segera diteruskan kep pada LEpala Puskesmas uﬁbaLtu/kepaLa

WS}{E’.E—W&S Sete.li}?at. I8 ;'_. e e et 2 .. o leddyik .__'::-_i

Pasal 7 sl gy

(1) Kepala Puskesmas Dembantu yang menerima laooran Pewasmaﬂaan ha-

rUS relﬂpor'kcﬁaga Kepuia Puskesmas atau abasannya-

1 VaNG Tenerima Taroran kewaspadaan dari

N A AR L — U 15

j\l

(2) Kepala Puskesmas at
masyarakat atau dari Puskesmas Pembantu atau dari Lurah,harus

melaporkan kepada Camat dan Dinas Kesehatan Dati II setempat:
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Dinas Kesehatan Dati IT dan I atau Pejabat yang menerima laporan kewaspadaan
langsung dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dengan
berbagai cara segera memberitahukan kejadian kepada Puskesmas yang bersang—
kutan.

Pasal 8
Penyampaian laporan kewaspadaan dapat dilakukan dengan cara lisan dan atau
tertulis.
Penyampaian secara lisan dilakukan dengan tatap. muka, melalui telpon, melalui

radio. dan alat-alat kummikasi lainnya.

Penyampaian secara tertulis dapat dilakukan dengan surat; telex dan sebagainya.

BAB IV
TATA CARA PEMNANGGULZNCGAN - SEPERLUNYA
Pasal 9

Kepala Puskesmas yang menerima laporan kewaspadaan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 7 dalam rangka membantu kepala wilayah se-
tempat, wajib segera melaksanakan penyelidikan 50’dem‘OlOUlS

bersamaan dengan penanggulangan Kejadian Luar Biasa.

Tindakan :ﬂnaﬁgqula“gan lebih lanjut disesuaikan dencan hasil
penyelldlkan epidemiologis.

Bilamana diperlukan Kepala Puskesmas dalam melaksanakan penye-
lidikan epidemiciogis dapat minta bantuan kepada Dinas Kesehatan

Bati iE.

Pedoman penyelidikan epidemiologis dan penanggulangan Kejadian

Luar Biasa ditetapkan cleh Direktur Jenderal.

td

asq

U

ISRl
Penanggulangan seperlunya antara lain :
a. Pemeriksaan;
b. Pengobatan ;

c. Perawatan;

e Fsolast e s ees
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d. Isoclasi;
e. Pambentukan Tim Gerak Cepat dan Penggerakannya;
L. Penghapus hamaan lingkmoan, misalnva pemberian kaporit pada sumur;
g Va}:SLnasz.; :
h. Evaku__asi;
1. Penutupan daerah/lokasi yang tersangka terjangkit wabah;
St Lain—laq_n tindakan yang diperlukan.
Pasal 11
(1) Isolasi dilaksanzkan oleh petugas Puskesmas Pmlbam.u, Puskesmas, atau
Rumnah Sakii.

(2) Isolasi dapat dilakukan @i Rumzh Szakit, Puskesmas atau di Rumsh.

(3) Kegiatan Isolasi tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan

oleh Kepala Wilavah/Derah atau Camat.

(1) Pembentukan dan penggerakan Tim Gerak Cepat di Fecamatan, ¥abupaten/
Kotamadya, dan Propinsi dilskukan oleh Camat atau Kepala Wilayah/Daerah
keadaan dan kebutuhan masing—

]
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yang bersanckutan d

masing wilavah.

Tim Gersk CE‘;::‘.C tersebut pada avat (1) terdiri dari unsur-unsur Kesehat-—

T

an, ¥oamanan, Penerangaﬂ dan unsur lain yang terkait.

Penghapus hamaan lingkungan cdilakukan oleh petugas Kesehatzn dengan dibantu
oleh perangkat pemerintah setempat lainnya.
Pasal 14

(1) Immisasi diberikan kepada penduduk vang berada dalam ancaman terjangkit

penyakit tertentu yang dzpat menimbulkan wabah.

(2) Imunisasi pada manusia dilzkultan oleh petugas Kesehatzn setempat dan

imunisasi pada hewan dilakukan pztugas peternakan setempat.

(1) BEvakuasi dilakukan apabila menurut perangkat Kesehatan terdapat indikasi .
medis atau epidemiolcgis.

(2) Pelaksanaan evakuasi dilaskukan oleh Kepala Wilayah/Daerah atau Camat.
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Pasal 16
Penutupan daerah/lcokasi yang tersangka terjangkit wabah dilaksanakan

apabila menurut perangkat kesehatan terdapat indikasi epidemiologis.
Penutupan dasrah dilakukan oleh Kepala Wilayah/Daerah atau Camat.

ILuas daerah dan lamanya penutupan daerah diperhitungkan secara epide-

miglogis- dengan memperhatikan letsk batas dan keadaan wilayah.

BAB V
DAYA. DAN DANA
Pasal 17

(1) Daya dan dana yang diperlukan untuk melaksanakan penyelidikan epidemic-
logis dan éénanggulangan seperlunya adalsh. tanggung jawab Kepala Wila-
yah/Daerah setempat.

(2) Pengadaan daya dan dana tersebut pada ayat (1), selain dari Pemerinteh
Daerah setempat, Kepala Wilavah/Daerah yang bersangkutan dapat mengu -
sahakannya dari Pemerintah Pusat atau masyarakat.

BAB VI
KETENTUZN PERALIHAN
Pasal 18

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan

oleh Direktur Jendaral

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetzhuinya, memerintshkan pengundangan Peraturan

Menteri Kesehatan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di ¢: JA KA R-T A,

Pada tanggal : 23 Agustus 1989

; MPH.—




